
BUPATI MIMIRA
PROVINSI PAPUA TENGAII

PERATURAN BUPATI MIMIRA

NOMOR     40     TAHUN2024

TENTANG

'              I              ..LE.i:I-Ei-

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 2

TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

I)AN BELANJA i)AERAH TAHUN ANGGARAi\i 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

Meninbang   : a.     bahwa    Pemerintah    Daerah    Kabupaten    Mimika
telah  menetapkan    Peraturan    Daerah    Kabupaten
Mimika    Nomof  1  Tahun  2024  teritang    Aflggaran
Pendapatan       dan       Belanj a       Daerah       Tahun
Anggaran 2024;

b.     bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 8
Peraturan   Pemerintah   Nomor    107   Tahun   2021
tentang Penerimaan,  Pengelolaan,  Pengawasan,  dan
Rencana  induk   Percepatan   Pembangunan   Dalam
Rangka    Pelaksanaan    Otonomi    Khusus    Provinsi
Papua;

c.     bahwa  dalaln  rangka  melaksanakan  amanat  Pasal
i64   ayat   (5)   dan  ayat   (6)   Peraturan   Pemerintah
Nomor     12     Tahun     2019     tentang     Pengelolaan
Keuangan  Daerah  selta  lalfipirari  BAB  IV  huruf D
Angka  1  huruf  h  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
Nomor  77  Tahun  2020   tentang  Pedoman  Teknis
Pengel®laan Keuangan Daerah;
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d.     bahwa    berdasarkan    pertimbangan    sebagaimana
dimaksu.d  dalam  huruf  a._,  huruf  b,   a.a!±  hur`if  c,
perlu    menetapkan     Peraturan     Bupati     tentang
Perubahan  Kedua Atas  Pera.turan  Bupati  Nomor  2
Tahun     2024      tentang     Penjabaran     Anggaran
Per±dapatan       dan       Belanja       Daerah       Tahun
Anggaran 2024.

Mengingat     :  1.     Undang-Undang   Nomor   45   Tahun   1999   tentang
P€mbentukan  Pr®pinsi  lrian Jays Tengah,  Propinsi
Irian   Jaya   Barat,   Kabupaten   Paniai,   Kabupaten
Mimika,  Kabupaten  Puncak iJaya  dan  Kota  Sarong
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1999
Nomor  173,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Nomor  3894)  sebagaimana  telah  diubah
dengan   Undang-iindang   Nomor   5   Tahun   2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45
Tahun   1999  tefltang  Pembentukan  Propinsi  Irian
Jaya Tengah, Propinsi lrian Jaya Barat, Kabupaten
Panial, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya,
dan    Kota    Sorong    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 72);

2.     Undang-Undang   NQmor   21   Tahun   2001   tentang
Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Papua  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001  Nomor  135,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor   4151)   sebagaimana   telah   diubah   dengan
Undang-Undang  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun
2021    tentang   Perubahan   Atas    Undang-Undang
Nomor  21  Tahim  2001  tentang  Otonomi  Khusus
Bagi  Propinsi  Papua   (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2021    Nomor    155,   Tambahan
I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) ;

3.     Undang-Undang  Nomor   17   Tahun   2003   tentang
Keuangan    Negara    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia    Tahun    2003    Nomor    47,    Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4286) ;
sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang
Nomor    7    Tahun     2021     tentang    Hamlonisasi
Peraturan  Perpajakan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2021    Nomor   246,    Tambahari
Iterhbaran Negafa Republik Indonesia Nomof 6736) ;
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4.     Undang-Undang   Nomor    1   Tahun   2004   tentang
Perbend.aharaan Negara_ (Len.baron Negara R_epublik_
Indonesia    Tahun    2004    Nomor    5,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4355) ;
sebagainana telah diubah dengan Undang- Undang
Nomor    7    Tahun     2021     tentang    Harmonisasi
Peraturan  Peapajatah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2021    Nomor   246,   Tambahan
ljembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) ;

5.     Undang-Undang   Nomor   15   Tahun   2004   tentang
Pemeriksaan     Pengelolaan     dan     Tanggungjawab
Keuangan    Negara    (I+embaran    Negara    Republik
Indonesia    Tahuri    2004    Nomor    66,    Tambahan
Lembatan Negata Republik Indonesia Nomor 4400) ;

6.     Undang-Undang   Nonior   23   Tahun   2014   tentang
Pen_erintahan  Daerah  (Lembaran_  Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2014   Nomor   244,   Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)
sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir
dengan   Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2023
tentang Pehetapafi Peratliran Pemerirltah Pehggahti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kelja  menjadi  Undang-undang  (Lembaran  Negara
Faepublik     Indonesia    Tahun     2023     Nom®r     41,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 6856);

7.     Undang-Undang   Nomor   15   Tahun   2022   tentang
PembehtLikeri   Pfovin§i   Papna   Tengah   (Leinbatan
Negara  Republik  Indonesia Tahun  2022  Nomor  58,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 6804);

8.     Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran
Negara Republik  Indonesia Tahun  2019  Nomor  42,
Taribahari   Leinbarari   Negara   RepLiblik   Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan   Pemerintah   Nomor    106   Tahun   2021
tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan
Kebijakan     Otonomi     Khusus     Provinsi     Papua
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  2021
Nomor  238,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 6730);
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10.   Peraturan   Pemerintah   Nomor    107   Tahun   2021
tentang   Penerimaan,  Pen€elola_an, Penga.wasan dan
Rencana  Induk  Percepatan   Pembangunan   Dalam
Rangka    Pelaksanaan    Otonomi    Khusus    Provinsi
Papua (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021    Nomor   239,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 6731) ;

11.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun
2020  ten_ta_ng  ten_tang  Pedom_an  Telmis  PengelQlaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

12.   Peraturan   Daerah   Kabupaten   Mimika   Nomor   4
Tahun  2017  tentang  Pembentukan  dan  Susunan
Organisasi   Perangkat   Daerah   Kabupaten   Mimika
(Lembaran Daerah  Kabupaten  Mimika Tahun  2017
NomQr 4);

13.   Peraturan   Daerah   Kabupaten   Mimika   Nomor   5
Tahun 2022  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembar  Daerah  Kabupaten  Mimika  Tahun  2022
Nomor 5);

14.   Peraturan    Daerah     Kabupaten     Mimika     Nomor
1  Tahun     2024  tentang     Anggaran     Pendapatan
dan     Belanja       Daerah     Tahun Anggaran   2024
(Lembaran daerah   Kabupaten Mimika Tahun 2024
Nomor  1);

MEMUTUSEN:

Menetapkan PERUBAIIAN    KEDUA   ATAS    PERATURAN   BUPATI
MIMIKA     NOMOR      2      TAHUN      2024     TENTANG
PENJABARAN      ANGGARAN      PENDAPATAN      DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa   ketentuan dalam   Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun
2024  tentang  Penjabaran  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah
Tahun  Anggaran  2024j  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Bupati      Mimika    Nomor     18  Tahun  2024  tentang  Perubahan  Atas
Peraturan  Bupati  Mimika  Nomor  2  Tahun  2024  tentang  Penjabaran
Anggaran   Pendapatan   Dan   Belanja   Daerah  Tahun  Anggaran   2024
diubah  sebagal  berikut:
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1.      ketentuan pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berifut:

Pasal 1

(1)     Perubahan   Penjabaran   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah
Tahun  Anggaran   2024   dilaksanakan   untuk  menjamin   ketersediaan
alokasi anggaran yang belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia
anggarannya dalam APBD akibat:
a.    Pemenuhan   kebutuhan   untuk   keadaan   darurat   dan   termasuk

keperfuian   inendesak   §e§ual   ketentuin   perat`ifan   perundahg   -
undangan;

b.    Penyesuaian Pendapatan aldbat dana bagi hasil freport;
c`    penyesuaian_ d.ana transfer;
d.    kewajiban  lainnya  yang  diamanatkan  oleh  peraturan  perundang-

undangan

(2)     Keadaan  darurat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf a  yang
meliputi:
a.    bencana    alam,    bencana   non-alam,    bencana    sosial    dan/atau

kejadian luar biasa;
b.    peiaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau; dan
a.    kerusakan   sarana/prasarana  yang   dapat   mengganggu   kegiatari

pela.yanan publik.

(3)     Keperluan mendesak sebagainana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang
meliputi:
a.    kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran beljalan;
b.   belanja  Daerah  yang  bersifat  mengihat  dan  belanja  yang  bersifat

wqjib;

1)    Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang
dibutuhkan  secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh
pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan
seti&p bulan dalani tahan anggaran berkenaan, seperti:
a)    belanja pegawal antara lain untuk pembayaran kekurangan

gaji, tunjangan; dan
b)   belanja  barang  dan  jasa  antara  lain  untuk  pembayaran

telepon, air, 1istrik dan internet.

2)    Belanja  daerah  yang  befsifat  wajib  merupakan  belanja  untuk
teriaminnya  kelangsungan  pemenuhan  pendanaan  pelayanan
dasar     masyarckat     antara     lain     pendidikan,     kesehatan,
melaksanakan   kewajiban    kepada   pihak   ketiga,    kewajiban
pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh
tempo,    dan    kewajiban    lainnya    sesual    dengan    ketentuan
peraturan perundang - undangan.

c.    Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-uhdangan ; dan / ata.u

d.    Pengeltiaran     Daerah     ldinhya    yang     apabila     ditLinda     clan
menimbulkan  kerugian  yang  lebih  besar  bagi  Pemerintah  Daerah
dan / atau maeyarakat.
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Pasal 1. A

Pendanaan  untuk  menjamin  ketersediaan  Alokasi  Anggaran  yang  belum
tersedia   dan/atau    belum    cukup    tersedia   anggarannya   dalam   APBD
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( I) dapat menggunakan:
a.    belanja tidak terduga;
b`    dana  darn  basil  penjadwalan  ulang  capalan  target  kineda  program  dan

kegiatan lainnya dalam tahun anggaran beijalan; dan/atau
c.    memanfaatkan anggaran kas yang tersedia.

Pasal 1. a

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
beriumlch Rp. 7.495.000.000.000,-  dengan rincian sebngal berikut:

a.     Pendapatan
1.      Pendapatah Asli Daerah

Semula
Berkurang/Bertambch
Menjadi

2.     Pendapatan Transfer
Semula
Berkurang/Bertanbah
Menjadi

3.      Lainelain pendapatan  daerah

yang sch
Semula
Berkurang/Bertambah
Menjadi

LJurnlch Penda.patan

b.     Belanja

1.      Belanjaoperasi

Semula
Berkurang/Bertambah
Menjadi

2.      BelanjaModal

Semula
Berkurang/Bertanbah
Menjadi

3.      BelarijaTidckTerduga

Semula
Berkurang/Bertanbali
Menjadi

800.958.837.053,-

(402.000`000.000),-

398.958.837.053,-

3.901.882.873.806,-

226.237.974.695,-

4.128.120.848,Sol,-

1.897.158.289.141,-

(340.315.826.943),-

1.556.842.462.198,-

6.083.922.147.752,-

4.435.075.162.044,-

119.552.578.066,-

4.554.627.740.110,-

2.624.565.725.344,-

(318.238.974,209),-

2.306.326.751.135,-

69.882.023.712,-

(38.658.258.821),-

31.223.764.891,-
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4.     BelanjaTranster
Semula
Berkurang/Bertambeh
Menjadi

Jumlah Belanja
Total Surplus / (Defisit)

c.      Pembiayaan Daerah
1.      Penerimaan pembiayaan

Semula
Berkurang/Bertambah
Menjadi

2`     Pengeluaran pembiayaan
Semula
Berkurang/Bertambah
Menjadi

Jumlah Pembiayaan Netto

365.477.088.900,I

36.582.629.659,-

402.059.718.559,-

7.288.827.011.138,I

(I.204.904.863.386,00)

goo.000.000.000,-

309.904.863.386,-

1.209.904.863.386,-

5.000.000.000,-

0,-

5:000;000.000,-

I.204.904.863.386,-

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulal berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mirika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 24  0ktober 2024

E. BUPATI MIMIRA
ttd

VALENTINUS S. SUMIT0

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 24 0ktober 2024

n.. sEKRETARls DAERAH KABupATEN MIMIKA
ttd

PETRUS YUMTE

BERITA DAERAII KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024 NOMOR 40
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